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KATA PENGANTAR

Atas Karunia dan Hidayah-Nya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
sehingga penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
dapat terselesaikan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, Untuk Asn dan semua
Pegawai yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melaksanakannya,
sehingga apa yang telah ada dalam tujuan dan sasaran Laporan Kinerfa 2022 dapat
terlaksana dengan baik. ‘

Laporan Kinerja yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan
ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan
kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang dapat
kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga
menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang representatif dan lebih baik.
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LKJ Sekretariat DPRD

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah  yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor §3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat
DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan
Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan
hal tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ). Penyusunan LKJ Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai
perwujudanpenyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target
yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unsur PD yang bertugas
membantu Gubernur dalam Penyelenggarakan Pemerintah dibidang Pemerintahan
Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsingkronisasikan
seluruh penyelenggaraan tugas DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat
DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas DPRD dan secara administrasi
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum Pembentukan PD Sekretariat DPRD

ProvinsiLampungBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tata
Kerjasekretariat DPRD mempunyai tugas

dan kewajiban yang
dijabarkankembaliolehPeraturanGubernur

Lampung Nomor 60 tahun 2018
tentangKedudukanSusunanOrganisasi, TugasdanFungsiSekretariatDPRD Provinsi
Lampung.

Tabel 1.1 DasarPembentukanPD

NO URAIAN KETERANGAN

1 | PerdaNomor

TentangPembentukandansusunanPerangkatdaerahtatakerjaSekreta riat

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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08 tahun | DPRD. o S
2016

2 hﬁergub L TentangKedudukanSusunanOrganisasi, Tugasdé}\FungsiSekretariat f
Lampung DPRD Provinsi Lampung
Nomor 60
tahun 2018

Tabel 1.2 DaftarPegawai

Sumber data TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022.

~Iml Pegawai Pendidikan Pangkat/Gol _q
PNS = 121 orang S3 =- IV/fe = -orang
PTHL = 84 orang S2 = 29 orang vid = - l
S1 =47 orang IV/c = 1orang |
DIV =2 IV/b = 1orang
DIII = 2orang IV/a = 8orang
(DIl =- III/d = 27 orang
DI = - 1Il/c = 13 orang
SMA = 41 orang III/b = 18 orang
SMP__ = - orang 1Illfa__ =16 orang "
SD = - Qrang II/d =24 orang J
II/c = SYorang
II/b = 3orang
Ilja = -
Id = -
Ilc =-
1 = -

Sumber data TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022,

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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Gambar 1.1 Struktur PD Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRO dipimpin aleh Hj TINA

MALINDA, 5. Sos,

struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah inli

MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat

DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
|
Bagian Baglan Bagian Baglan Bagan
Umum Keuangan Persidangan Penundang- Fasiras
i Undangan Aspirasi Humas
- ] s LMY ]
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Tata Usaha Perencanaan = Rapat L P;ﬂyu'sumn - Fasiitasi
Dan donRisalah erannan Aspirasi
Keoecawaian Perundang-
Sub Bagian Sub Bagian Sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian
Periengkapan Pembukuan dan - Alat - Dokumentasi, b— Hubungan
=] Dan Aset Verifikasi Keiengkapan Informasi, dan Masyarakat
Dewan Perpustakaan
Sub Bagian Sub Bagian Sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian
L Rumah Perjalanan - Komisi dan L Publikasi — Protokol
Tangga Dinas Kepanitian Produk Hukum

KelompokJabatanFungsional

1.3  Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
mempunyai tugas dan kewajiban yang dijabarkankembaliolehPeraturanGubernur
2018 tentangKedudukanSusunanOrganisasi,

Lampung Nomor
TugasdanFungsi Serta Tata Kerjasekretariat DPRD mempunyai tugas:

60

tahun

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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a Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

b Menyelenggarakan administrasi keuangan,

c Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan

d Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat
DPRD mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD,;
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
Penyelenggaraan rapat- rapat DPRD;
Penyelenggaraan informasi, kehumasan, keprotokolan DPRD;
Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian
rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD.

D N

) ’ Jabatan TugasdanFungsi

- Z

Sekretaris DPRD Tugas Sekretaris DPRD Provinsi adalah memimpin

dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD

dalam memberikan pelayanan administratif kepada

Anggota DPRD untuk menyelenggarakan tugas dan

kewenangannya. Untuk menyelenggaran tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan
Kesekretariatan DPRD;

c. Penyelenggaraan  sarana dan prasarana
Kesekretariatan DPRD:

d. Penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD:

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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= rapat dan

S e e — _e‘_Pqnyp.'nnqunr.jnri_ administrasi j

o |
persidangan; 1|
f. Penyelenggaraan penyiapan tenaga ahli dalam |

rangka membantu kelancaran kegiatan DPRD; ]
|

i
————

g. Penyelenggraan penyusunan produk hukum DPRD
dan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul
inisiatif DPRD;

h. Penyelenggaraan fasilitasi aspirasi dan informasi,
kehumasan dan keprotokolan DPRD;

i. Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi
produk hukum DPRD;

j. Penyelenggaraan tela'ah staf sebagai bahan

pertimbangan perngambilan kebijakan; dan
k. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok

dan fungsinya

1.4 Isu Strategis

Sekretariat DPRD merupakansalahsatuunsur SKPD yang
bertugasmembantuGubemurdalampenyelenggaraanpemerintahdibidangF’emerintaha
nUmumdenganfungsikoordinasi,
menginteragasikandanmensingkronisasikanseluruhpenyelenggaraantugasdanfungsi
DPRD.DalammelaksanakantugasnyaSekretariatDPRD
secarateknismembantukelancarantugas DPRD
dansecaraadministrasibertanggungjawabkepadaKepaladaerahmelaluiSekretariat
Daerah. Dalampelaksanaantugassebagaimanadimaksuddiatas, Sekretariat DPRD
masihadapermasalahan yang dihadapidalammelaksanakanfungsinya,

Permasalahantersebuitadalah :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan
secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi instansi pemerintah

2. Relormasi birokrasi secara terus  menerus membuka peluang bagi peningkatan
profesionalisme aparal serta nilai-nilal demokratis, partisipatif, transparansi dan
akuntabel

3 Menguatnya tuntulan  penyelenggaraan prinsip Good and Democratic
Governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah membuka
kesadaran masyarakat terhadap penlingnya penyaluran aspirasi secara
demokratis, sehingga memberikan konsekuensi logis terhadap tingginya tuntutan
dan aspirasi masyarakat akan suatu hal yang dilaksanakanPemerintah Daerah.

4. Pesalnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus
informasi  yang tak terbatas ruang dan waktu, memberikan peluang bagi
masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki.

5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
yang mulai diterapkan per tanggal 30 April 2010, memberikan konsekuensi logis
terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik,
yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan
demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap
kebijakan publik.

6. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang baik antar
lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan
semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin
meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, saranalprasarana yang
belumlengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung
perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.

8. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari
segenapanggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD,
merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan
kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang

cepat dan tepat.
LKJSckretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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1.5 Landasan Hukum

LKJ Sekretanat DPRD Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;,
7. SuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReormasiBirokrasiRepublik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021

TentangPelaporanKinerjaPemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019- 2024,

9. PeraturanGubernurNomor 17 Tahun 2017
tentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja, PelaporanKinerjadan Tata
Cara ReviuAtasLaporanKinerjalnstansiPemerintahProvinsi Lampung;

10. PeraturanGubernurNomor 70 Tahun 2017
tentangPetunjukTeknisPenyusunanDokumenPerencanaan,
PengendaliandanEvaluasi Pembangunan padaPerangkat Daerah yang

TerintegrasidenganSistemAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah (SAKIP) di

lingkunganPemerintahProvinsi Lampung.
LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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11 Keputusan Gubernur Lampung Nomaor GRAaN OI1M¥2022 Tentang KL
Pemenntah Provinei Lampung 1 Tahun 2019.2024
172 Keputuean Sekrelans DPRD Provins: Lampuna Momaor
165/25/11 01/ KPTS/2022tangaall Januan2022tentang Indizator Kinerja

WamaSekretarnial DPRD Propinsi Lampung

1.6 Sistematika
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah

BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD
1.3 Tugas dan Fungsi
1.4 Isu Strategis
1.5 Landasan Hukum
1.6 Sistematika.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 2019-2024
A.Visi dan Misi
B.Tujuan,Sasaran, Indikator
C. Indikator Kinerja Utama

D. Perjanjian Kinerja 2020

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

LKJSekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
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3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja(permendagri 86/2017

3.2 Capaian Indikator
A. Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2019-2024

3.3 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Strategis Renstra 2019-2024

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan T.A 2021

3.5 Prestasi PD

BABIV  PENUTUP

LK Sekretanat DPRD Provinsi Lampung Tanun 207
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BAR Il PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan H-r]f‘\fi:" Inatanst PemerintahTahun 2022im
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinetja Instansi Pemerintah

2.1RencanaStrategis 2019-2024

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Lampung adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Lampung. Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima )
tahunya itu dari tahun 2019 sampai denganTahun 2024, ditetapkan dengan Surat
Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Lampung Nomor: 165/ 25/111.01/KPTS/2022
tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Lampung
Tahun 2018-2024.Penetapan jangkawaktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan
pola pertanggungjawaban Gubernur Lampung terkaitdenganpenetapan /
kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Lampung dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraanPemerintah
daerah akan menjadi akuntabel.

RenstraSekretariat DPRD Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan
visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat
DPRD Propinsi Lampung Tahun 2019-2024.

PenyusunanRenstraSekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melalui
tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung
Tahun 2019 - 2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbana) RPJIMD, Forum SKPD,
sehingaa Renstra Sekretanal DPRD Lampung merupakan hasil kesapakatan
bersamaan antara Sekretariat DPRD Lampung dan stakehalder

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRDProvinsi Lampung tersebut akan
dijabarkan kedalam RencanaKerja (Renja) Sekretariat DPRDProvinsiLampung
yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untukperiode 1 (satu) tahun

Didalam Renja Sekretariat DPRD Lampung dimuat program dan kegiatan

prioritas yang diusulkan untuk dilaksan akan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Dan Misi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh Gubernur, pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung.Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut: Masyarakat Lampung harus
diperankan menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam
membangun kesejahteraannya. Pemerintah Provinsi Lampung juga harus
membenahi kualitas birokrasi dan membangun sinergi dengan Kabupaten /
kota, instansi vertical dan dunia usaha.Pembangunan juga hanya dapat
terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan
investor, didukungolehsaranadanprasaranapelayananpublik yang baik dan
merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi
daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan
berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat
tercapai.

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, mengacu pada Vvisi
pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005 -2025 yang telah digariskan
oleh Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, serta mencermat ipotensi
dan permasalahan Provinsi Lampung, makavisi yang akan dicapai oleh
Gubernur Lampung pada periode masabakti 2019-2024 adalah:

"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"

L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebutdimaksudkansebagaimasyarakat

yang memenuhikondisisebagaiberikut

« Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat
melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang
aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak
manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat
sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan
berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan
meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan
kesempatan kerja.

» Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang
cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung
dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi,
lebih kreatif (inovatify dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap
berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global,
serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh pengaruh yang
kontraproduktif terhadap pembangunan.

e Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi
kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan
prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat
siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang,
termasuk dalam persaingan global.

* Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari
kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang
sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya
kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

» Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk
tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan

L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025,
yaitu LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025.

Misi

Untukmencapaivisi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, makamisi yang

akandilaksanakanolehGubernurLampungadalah:

Misi-1:

Misi-2 :

Misi-3 :

Misi-4 :

Misi-5 :

Misi-6 :

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),
berbudaya, aman dan damai.

Mewujudkan "good govemance" untuk
meningkatkankualitas dan pemerataan pelayanan
publik.

Mengembangkan upaya perlindungan
anak,pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
Mengembangkan infrastruktur guna
meningkatkanefisiensi produksi dan konektivitas
wilayah.

Membangun  kekuatan ekonomi  masyarakat
berbasispertanian dan wilayah perdesaan yang
seimbang dengan wilayah perkotaan.

Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan
untuk kesejahteraan bersama.

Sekretariat DPRD mengacupadaMisi -2

Mewujudkan "good govemance" untuk
meningkatkankualitas dan pemerataan pelayanan
publik.

L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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Indikator Sekretariat DPRD Provinsi  Lampung
merupakan salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur
Lampung dalam Penyelenggarakan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum
dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsingkronisasikan
tugas dan fungsi DPRD.Dalam melaksanakan
tugasnya, Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas DPRD
dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.Dalam rangka pemberian pelayanan kepada Anggota
DPRD Provinsi Lampung yang lebih efisien dan efektif maka ditetapkan tujuan
dan sasaran menengah tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan dan
dicapai.Perumusan tujuan dan sasaran, ini telah diselarasakan dengan Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih 2019-2024 Provinsi Lampung dan fungsi,
tugas pokok sekretariat DPRD Provinsi Lampung.Tujuan yang ingin dicapai

oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah:

seluruh penyelenggaraan

‘Mewujudkan ~ Tata  KelolaPemerintahan yang Baikdalam  rangka
penyelenggaraan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan

Produk Hukum”.Dengan indicator Tujuan Persentase Jumlah Peraturan Perda
(Perda)

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka Sasaran yang ingin dicapai
oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah:“KetercapaianKinerja
DPRD”

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator

Sekretariat DPRD LampungTahun2019 - 2024

NO| TUJUAN |INDIKATOR| TARGET | sasARan | MBUATOR | 2040 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202
TUJUAN | KINERJA
1 |Mewujudkan | Presenta 90 Ketercapaia |Presentase |40% |50% | 60% | 70% | 80% | 90%
tata kelola |se n kinerja Peraturan
pemerintaha | Peraturan DPRD Daerah
L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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n yang baik | Daerah (PERDA)
dalam (FERDA) yang
rangka yang ditetapkan
penyelengg |ditetapka
araan n
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah dan
penetapan
Produk
Hukum

e ——— ey

C. Indikator Kinerja Utama

1. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/O09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah
Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019
Tentang IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Sekretaris
DPRD Provinsi Lampung Nomor : 165/25/I11.01/KPTS/2022 tanggal 11 Januari
2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama . Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

L K J Sekretariat DPRD LampungTahun2022
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Tabel 2.5
ndikatorKinerja

IndikatorKinerjaUtama, mo:::_mm%m:m:x:..msn_mzxq:m;m_

SekretariatDPRD Lampung SesuaiRenstra 2019-2024

SASAR | _zMM» | FORMULASI/
| AN eo | SATU CARA | SUMBE |\ prrR ANGAN/KRITERIA
! strate | “INERY | AN ALASAN | bENGUKURA| R DATA
BSTRATE S oy 9

- &E..)

w_.T.“mmmnmn Present | % |SesuaidenganPasal -Bagian |Memberikanpelayanan yang
[aian |oce 96 Ayat (1) DPRD  |Jumlah Perda | Perund |optimal kepadaAnggota DPRD
o_wm_% Peratura Provinsimempunyaif |yang ang-  |Provinsi Lampung
__ n ungsi a. dihasilkan x | Undang |dalamrangkamewujudkantugasdan
;_ \Daerah PembentukanPerda [100% an fungsiAnggota DPRD
__ (Perda) Provinsi, Jumlah -Bagian |[sesuaiperaturanperundang-
__m_ yang b. Anggaran, dan  [Rancangan Persida |undangan
_ _ ditetapk C. Perda yang ngan
__m an. PengawasanUndan |masuk
| g-UndangNomor 23
| Tahun 2014

L K J Senretanat DPRD LampungTanun2022
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D. Perubahan Perjanjian KinerjaTahun 2022

Petrjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinarja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspekti fmengenai
apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilaku kan
oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja
tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidakan da kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja
Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra
Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2019-2024, dokumenRencanaKerja

(Renja) Tahun 2022, dandokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran  (PDPA) Tahun 2022, Sekretariat DPRD Lampung
telahmenetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian
sebagai berikut:

Tabel 2.6
PerubahanPerjanjianKinerjaSekretariat DPRD Lampung
Tahun 2022
No SasaranStrategis lndikatorKinerja Target
1 Ketercapaiannya Kinerja  |Persentasi Peraturan Daerah 70 %
DPRD (PERDA) yang ditetapkan.
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab  dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Lampung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Lampung
yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun
2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut.Pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program kegiatan
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Target dan sasaran Program Kegiatan
Sekretariat DPRD Provinsi Lampungyang ditetapkan untuk mewujudkan Visi
dan Misi Gubernur Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.Pengukuran

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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kinenja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN  MNomor

230NX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Palaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator
kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak

tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017,
sebagaiberikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi LampungTahun 2022

(No| Kategorifinterpretasi | Realisasi Kinerja | Kode Warna
1 [Sangat Tinggi 905100 ‘

2 |Tinggi 76<90

3 |Sedang 66<75

4 |Rendah 51<65

5

Sangat Rendah <50 —

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
A. Capaian IKU pada Renstra 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
Pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat DPRD Lampung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Sekretariat DPRD Lampung juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan
capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD
Lampung tahun 2019-2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dipindai dengan CamScanner

Pencapalan sasaran 1 meliputi indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini
Tabel. 3.3

Analisis Pencaapaian Sasaran

Sekretariat DPRD Propinsi Lampung Tahun 2022 (Renstra 2020-2024)

TAHUN . TAHUN | TAHUN

TAHUN 2019 TAHUN 2020 - TAHUN2021 3537 | el | s

INDIKATOR e R =3 _" lEa A
L1 Kinerhs T | . = e

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET | |TARGET  REALISASI CAPAIAN _”.—.P_nmm.—. .
| _ SATUAN _ _ | | TARGET
e o N g, e
Peraturan _ _ | ,
Daerah | | | | |
't % Fi 108% | 22 i _ i i i |
M”m_r&c . 18 | 81,81% ‘ 14 % 20 _ 22 * 78% _m 23 _ 25 ”
Cirapean _ _ _ v
70 T G s P I _
Sesrewns! DPRD Lampung Tatur 2022

21


https://v3.camscanner.com/user/download

L KJ Sekretanal DPRD

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD

Lampung tahun 2019-2024 memiiki perubahan hasil setiap tahunnya pada
tahun 2019 (108%), 2020 (81,18%) dan 2022 ( 78%) perda yg disahkan
Karena Raperda yang diusulkan dan dibahas merupakan raperda yang
sifatnya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, maka penyusunannnya harus mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun ketika
pembahasan raperda dilakukan, terjadi perubahan atas peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Raperda, sehingga penyelesaian pembahasan Raperda
harus menunggu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dimaksudnya.Capaian Perda pada tahun 2021 (56%) pembahasan
Raperda tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terjadi
pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembahasan secara tatap muka
tidak dapat dilakukan dan pembahasan dilakukan secara online/zoom
meeting.Belum maksimalnya keikutsertaan tenaga perancang peraturan
perundang-undangan dalam pembahasan Raperda, sehingga kualitas
raperda yang akan diajukan belum maksimal.Belum adanya peraturan
daerah tentang Tata Cara Pembentukanm Propemperda sehingga dari

segi perencanaan Raperda yang akan disusun dan dibahas belum ada
panduannya.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD
Lampung tahun 2019-2024 tertuang dalam grafik berikut:

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022

23

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

= —

&
bﬁg L K J Sekretariat DPRD

Grafik Capaian Perda tahun 2019-2024
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Renstra 2019-2024

Secara Umum Rencana Strategis Sekretariat DPRD Lampung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala
Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam
yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat
DPRD Lampung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategia Selgetariat DPRD

Lampung dibuat pada masa jabatannyn

Sasaran 1 dapat dilihat dari Meningkatnya ketercapalan kinerja DPRD
yang Kinerja No 1656/25
MLOVKPTS/2022 Tanggal 11 Januari 2022 dari target Realisasi yang
direncanakan dalam Renstra 2019-2024 dengan realisasi 20 Raperda dan
22 Perda. Perda yang telah di sahkan adalah
Tabel 3.5
DATA RAPERDA DALAM PROPEMPERDA 2022

terselesaikan  dengan  indikator dengan

NO | JUDULRAPERDA | UNITANSTANSI TERKAIT | KETERANGAN
L PR IR MCN—" b
I | PRAKARSA DPRD -
| PROVINSILAMPUNG | _ -

1 | Perlindungan Tenaga Dinas Tenaga Kerja | Telah
Migran Indonesia Asal ditetapkan oleh
Lampung - . DPRD

2 | Pencegahan Perkawinan Dinas Pemberdayaan | Telah
Anak Perempuan dan ditetapkan oleh

Perlindungan Anak | DPRD_

3 | Pembentukan Dana | BPKAD o Telah -
Cadangan Pemilihan ditetapkan oleh
Gubernur  dan  Wakil DPRD
Gubernur Lampung Tahun
2024 .

4 | Urusan Pemerintah Daerah | Biro Otonomi Daerah, Telah N

Kesbang Pol, Bappeda. ditetapkan oleh
- _|DPRD

5 | Pemasukan dan Dinas Kehutanan Telah
Pengeluaran Ternak ditetapkan oleh
dan/atau Produk Ternak DPRD

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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6 | Penyelenggaraan Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil | Luncuran di
dan UMKM dan Menengah Tahun 2023
7 |Investasi dan Kemudahan | BPKAD Telah
Berusaha ditetapkan oleh
DPRD
8 | Hasil Pengelolaan Bappeda Telah
Kekayaam Daerah Yang ditetapkan oleh
Dipisahkan dan Lain-lain DPRD
Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
9 | Pembangunan Kawasan Bappeda Luncuran di
Terpadu Bakauheni Harbour Tahun 2023
City
10 | Pengelolaan dan Dinas Lingkungan Hidup Telah
Pengembangan Sistem Air ditetapkan oleh
Limbah Domestik Regional DPRD
11 | Penyelenggaraan Dinas Pemuda dan Olahraga | Telah
Keolahragaan ditetapkan oleh
DPRD
12 | Penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Telah
Pendidikan Kebudayaan ditetapkan oleh
DPRD
13 | Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Luncuran di
Ketenagakerjaan Provinsi Tahun 2023
Lampung
NO JUDUL RAPERDA UNIT/INSTANSI TERKAIT | KETERANGAN
I | PRAKARSA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
1 | PT. Bumi Argo Sejahtera Biro Perekonomian Telah
(Perseroda) ditetapkan oleh
DPRD
Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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2 | PT.Wisata Lampung Indah | Biro Perekonomian Telah ]

(Perseroda) ditetapkan oleh

; : . DPRD

3 | PT. Simpul Trans Lampung | Biro Perekonomian Telah
(Perseroda) ditetapkan oleh

DPRD

4 | PT. Lampung Sarana Karya | Biro Perekonomian Telah
(Perseroda) ditetapkan oleh

DPRD

5 | PT. Lampung Usaha Energi | Biro Perekonomian Telah

(Perseroda)

ditetapkan oleh
DPRD

6 | Penyertaan Modal Pada 5
(lima) BUMD Provinsi

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Telah
ditetapkan oleh

Lampung DPRD

7 | Penambahan Penyertaan Badan Pengelolaan Telah
Modal Pemerintah Provinsi | Keuangan dan Aset Daerah | ditetapkan oleh
Lampung Pada Perseroan DPRD
Terbatas Asuransi Bangun
Askrida

8 | Pengelolaan Barang Milik Badan Pengelolaan Tahun 2022
Daerah Keuangan dan Aset Daerah

9 | Perubahan Atas Peraturan | Badan Pengelolaan Telah

Daerah Provinsi Lampung
Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penambahan
Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi
Lampung kepada Perseroan
Terbatas Bank Lampung

Keuangan dan Aset Daerah

ditetapkan oleh
DPRD

10 | Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Lampung
Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana

Pembangunan Industri

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Tahun 2022
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Provinsi (RPIP) Lampung | g } i i—
Tahun 2016-2035
11 | Perubahan Ketiga Atas Badan Pendapatan Daerah | Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi
Daerah
12 | Penyelenggaraan Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan | Telah
Berusaha di Daerah Pelayanan Terpadu Satu ditetapkan oleh
| Pintu DPRD
13 | Penguatan dan Pemajuan Dinas Pendidikan dan Masih dalam
Kebudayaan Lampung Kebudayaan tahap
pemabahasan
oleh Pansus
14 | Rencana Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan | Masih dalam
Pengembangan Perumahan | Permukiman dan Cipta Karya | tahap
dan Kawasan Permukiman pemabahasan
(RP3KP) Provinsi Lampung oleh Pansus

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung untuk Tahun Anggaran 2022, adalah terdapat

permasalahan sbb :

1) Adanya Peraturan PerUndang- Undangan yang lebih
tinggi disahkan di tahun 2023
2) Masih kekurangan bahan- bahan untuk dimasukkan ke
substansi Raperda yang dibahas.

3) Belum optimalnya pelayanan aparatur dalam menfasilitasi

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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pelaksanaan fugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi

Lampung;

4) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan good
governance secara lerus menerus membuka peluang
bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai
demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel;

5) Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan dapat
memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai
kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan
yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan
kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan
gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;

6) Reformasi kebijakan serta peraturan perundang-
undangan secara nasional maupun regional yang
mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah untuk perbaikan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi instansi perintah,;

b. Solusi

a. Berkoordinasi rutin dengan kementrian terkait.

b. Berkoordinasi dengan pihak OPD terkait lebih instens.

c. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada guna
meningkatkan pelyanan administrasi dan sistem
pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang
kinerja DPRD Pembinaan sumber daya manusia agar

lebih profesional dan kompetitif dalam menghadapi

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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Tabel 3.6
PENCAPAIAN TARGET MISI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

Sk JUMLAH TINGKAT PENCAPAIAN
i INDIKA T T o v i Tial ' : P o
| o | mist OR Melampaui Sesuai Target | Belum Moncapai
’ Target (>1009 100% Target (<100%
j ‘ SASARA __.__.-g___(. _,L,,B). - .( —— }ﬁ - - rgpt (.\100‘ -
| e B fi N Jumlah | % | Jumlah | % Jumlah %o
[ 1 | Misi 2 1 98,03 0 |0.00 ) s NE 00

d

0.

berbagal macam perubahan organiansl,

Pembinaan sumber daya manuaia agar lebih profesional
dan kompetetit dalam menghadapl berbagal macam
perubahan organisasi,

Optimaligasi perangkat kerja Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung guna  meningkatkan  kapasitas  lembaga
perwakilan rakyat;

Optimalisasi perangkat kerja Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung agar mampu memfasilitasi aspirasi masyarakat
dalam rangka mewujudkan Lampung Berjaya;
Meningkatkan  Koordinasi  antar  instansi  terkait
pelaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi

Lampung;

Indikator kinerja sasaran terhadap target pada setiap misi yang
sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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Dari Pencapaian Target Misi 2 Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tahun
2022 Sasaran indikator 1 yang telah diukur dengan hasil 98.03% .

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan T.A 2022

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target
kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.
390.276.703.600,-,-sedangkan  realisasi anggaran mencapai Rp.
382.590.263.593,-atau dengan serapan dana APBD mencapai 78%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
Peéncapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut

Tabel 3.7

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG Tahun 2022

— e

VN ' — :
NO| sl PAGU ANGGARANl i foe
[ 1 [ Misi 2 390.276.703.600,- ] 382.590.263.593,- | 98.03% |

1. TR b s R
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Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi
yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada tahun
2022,

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi 2 Sekretariat
DPRD Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran sebesar
yang digunakan efektif dengan hasil ( 98,03%) tidak mencapai Target.

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target
kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.
390.276.703.600,-sedangkan  realisasi anggaran mencapai  Rp.
382.590.263.593,-atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,03%)

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut :

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022

CAPALNT I : ' :
ALISASI

KINERJA | PAGU ANGGARAN ESG'é'iRiN

A | ——

INDIKATOR CAPAIAN

M2 KINERJA

1 Persentase
{ 0
Peraturan | 78 % Rp

g,aeergaah) | 300.276.703.600, | 382.590.263.593,- | 98.03%

yang '
ditetapkan. 5

Dalam laporan ini,Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan.Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022 dan
Indikator Kinerja Utama,berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD
Provinsi Lampung Nomor : 165 / 25 / lll. 01 / KPTS / 2022 tanggal 11
Januari 2022, telah ditetapkan tentang Penrtapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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Tahun 2019 - 2024 serta Rencana program, kegiatan, indikator kerja,

kelompok sasaran dan pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

dilihat juga Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Pencapaian sasaran.Dari Sasaran yang telah diukur capaian kinerja

sebagaimana tabel diatasSasaran Meningkatnya ketercapaian Kinerja

DPRD yang terselesaikan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator ,dengan

hasil rata-rata pencapaian (78%) yang lebih dari rata-rata (98,03%)

pencapaian.

Indikator kinerja sasaran terhadap target pada setiap misi yang

sudah ditetapkan adalah sebagai berikutDari Pencapaian Target Misi 2
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tahun 2022 Sasaran indikator 1 yang
telah diukur dengan hasil 78%.

PRESENTASE

78%

Tabel 3.9
KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022
JUMLAH

N
D r INDIKATOR

A | Misi2 1

1 | Melebihi / Melampaui Target

2 | Sesuai Target

e

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

mempunyai prestasi dan penghargaan di tahun 2022

No

PRESTASI

PENGHARGAAN

KETERANGAN

JDIHNAward

Terbaik |

Pelaksanaan oleh Menteri Hukum dan |

Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2022
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2022 | Hak Asasi Manusia R.I
2 | Sistem Belanja | Terbanyak  Se- | Peksanaan oleh Pemerintah Provinsi
Langsung Provinsi Lampung.
(SIBELA) Lampung
3. | Impementasi Baik Peksanaan oleh Pemerintah Provinsi
___| SAKIP Lampung

1. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun
2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN) Yang membantu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD/Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
ISub Kegiatan Kajian Perundang-undangan. maka dengan adanya
website JDIH DPRD Lampung - Pemprov Lampung dengan alamat
website jdih.setwan-dprd.lampungprov.go.id , masyarakat lebih mudah
mengakses Perda-perda yang terbaru dan sedang berlaku saat ini.
merupakan hasil penilaian dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia mengenai
pengelolaan JDIH sesuai standar yang ditetapkan. standar tersebut
yakni Kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum ,
teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi
informasi.dengan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
Sekretariat DPRD Propinsi lampung Mendapatkan . Terbaik | Anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kategori
Sekretariat DPRD Tahun 2022, selain itu pengisian e-reporting juga
menjadi faktor penting dalam penilaian tersebutKementerian Hukum
dan HAM. diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. acara
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Komitmen Bersama Pengelolaan JOIH , bertempat hotel Grand Sahid

Jaya , Jakarta Pusat , tgl 18 Oktober 2022 merupakan hasil penilaian
dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional Republik Indonesia mengenai pengelolaan JDIH sesuai
standar yang ditetapkan. standar tersebut yakni Kelembagaan, sumber
daya manusia, koleksi dokumen hukum , teknis pengelolaan, sarana
prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi. Meningkatkan
efektivitas Pemerintahan, melalui sistem perjenjangan karir berbasis
kinerja dan kompetensi (Job Fit Asessment) dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik

2. Lampung menempati peringkat 10 dari 24 provinsi se- Indonesia dalam
penggunaan aplikasi Sistem Belanja Langsung (Sibela). Tinggi
rendahnya nilai transaksi fluktuatif tergantung, pada nilai transaksi OPD
masing-masing di Pemprov Lampung. Saat ini sudah sepuluh OPD
yang memakai Sibela dan tertinggi Sekretariat Dewan Lampung. Sibela
ini merupakan mitra pengadaan barang dan jasa yang aman dan
transparan. Alasannya, mekanisme pengadaan  menggunakan
penyedia jasa marketplace, seperti Grab dan Bukalapak. Masing-
masing OPD bisa login ke Sibela dan memilih kebutuhan barang dan
jasa sendiri, nantinya Grab yang mengantarkan. Sibela dapat
membantu UMKM untuk menawarkan dan memasarkan produknya
agar bisa mendukung kebutuhan pemerintah. Selain itu, Sibela juga
terintegrasi dengan LKPP, KPK, dan BPKP. Sehingga menjadi
penyedia barang dan jasa yang bisa diakses oleh lembaga
tersebut. Diketahui, aplikasi Sibela merupakan sistem belanja langsung
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pengadaan sebagai mitra penyedia layanan barang/jasa
pemerintah. Aplikasi yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini untuk memberikan kemudahan
dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan UMKM

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Lampung
merupakan ukuran dalam menunjukkan hasil dari capaian kerja OPD di
instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
merupakan suatu ukuran untuk menunjukan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.
Penilaian dan Predikat yang menjadi dasar pemberian Sakip Award ini
diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Provinsi Tahun
2022 oleh evaluator internal yaitu Inspekt Inspektorat Provinsi
Lampung. Dari Hasil Evaluasi Sekretariat DPRD mendapat

Penghargaan dengan nilai 68,00 ( Baik)
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BAR IV PENUTUR

Tahun 2022 It matupakan pertanggung jauabnn teduls stas perslenggat s
pemariniah yang balk (Good Governance) Gokretania! PO Lamngureg Tarun 2077
Pembuatan LKJ inl merupakan langkah yang balk dalam memenuty hatagpan
Peraturan Presiden Nomor 20 1ahun 2014 tertang Gistern Avurtatitas Vinera
Instanal Pamerintah (BAKIP). Gebagal upays untuk peryslenggaraan permenotahan

yang baik sabagaimana diharapkan oleh semua pihak

LKJ Sekretariat DPRD  Lampung Tahun 2027 ini dapat menggambary an
kinarja Sekrotariat DPRD Lampung dan Evaluasi terhadap vinerja yang telah dicapal
balk berupa kinerja kegiatan, maupun kinera sasaran, juga dilaporran analios

kinerja yang mencarminkan keberhasilan dan kegagalan,

Dalam tlahun 2022 Sekretariat DPRD Lampung menetapkan schanyar 1
(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 yang Ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat
dijelaskan sebagai berikut

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 78 % Dari hasil pengukuran terhadap
pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang
ditetapkan dalam perjanjian kinerja.Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.390.276.703.600,-  sedangkan  realisasi  anggaran  mencapai  Rp.
382.590.263.593,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 7.686.440.007 -

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar
Rp. 390.276.703.600,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang
pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Lampung. Berdasarkan pagu anggaran
tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung adalah 78 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung perlu
dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang
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mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung Beberapa faktor pendukung dalam

pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tahun 2022 sebagai berikut

a Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD tingginya
kesadaran masyarakal terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara
demokratis

b. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai lembaga perwakilan

c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus
diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja
DPRD

e. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD

f. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkananggota DPRD

g. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara
demokratis

h. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai lembaga perwakilan

i. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus
diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

j. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja
DPRD

k. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat
DPRD Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder
sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Lampung.

Telukbetung, Maret 2023
SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,

Hj. TINA MALINDA,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002
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